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ABSTRAK 

AJI REZKY ANANDA HASANUDDIN. 2024, Ananlisis Penerapan 
ISPS Code Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan dan keamanan 
Kerja Di PT.Pertamina Port & Logistics Integrated Terminal Makassar 
(dibimbing oleh Ansyar dan Adi Suriadi). 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
bagaimana penerapan ISPS Code di pelabuhan guna memberikan 
keamaan kepada pihak kapal dan pengguna jasa pelabuhan dan 
mengetahui hambatan. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pertamina Port & Logistics 
Integrated Terminal Makassar. Yang merupakan salah satu bagian 
pemasaran dari PT. Pertamina (Persero). Sumber data yang diperloleh 
langsung dari tempat penelitian dengan cara pengamatan langsung, 
dokumentasi dan melakukan wawancara terhadap para pegawai PT. 
Pertamina Port & Logistics Integrated Terminal Makassar, serta literatur – 
literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Hasil penelitian akhir dari kajian ini berupa strategi-strategi 
penerapan yang antara lain meliputi: peningkatan profesionalisme SDM 
yakni SSO, PFSO dan CSO, peningkatan ketersediaan sistem dan 
perangkat komunikasi dan peralatan keamanan mengoptimalkan peran dan 
tanggung jawab port security melalui kerjasama antar perusahaan 
pelayaran dan pelabuhan serta instansi terkait lainnya, hambatan pada 
penerapan ISPS CODE mengoptimalkan peran dan tanggung jawab 
keamanan serta mewujudkan metodologi penilaian keamanan dan rencana 
maupun prosedur tindakan aksi pengamanan di pelabuhan. 

Kata kunci : Keamanan kapal, keamanan fasilitas pelabuhan 
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ABSTRACT 

AJI  REZKY ANANDA HASANUDDIN. 2024, Analysis of  the 
Implementation of the ISPS Code in Order to Improve Work Safety and 
Security at PT Pertamina Port & Logistics Integrated Terminal Makassar 
(supervised by Ansyar and Adi Suriadi). 

This research aims to provide an overview of how the ISPS Code is 
implemented in ports to provide security to ships and port service users and 
identify obstacles. 

This research was carried out at PT. Pertamina Port & Logistics 
Integrated Terminal Makassar. Which is one of the marketing parts of PT. 
Pertamina (Persero). The data source was obtained directly from the 
research site by direct observation, documentation and conducting 
interviews with PT employees. Pertamina Port & Logistics Integrated 
Terminal Makassar, as well as literature related to the title of the thesis. 
This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data 
through observation, documentation and interviews. 

The final research results of this study are implementation strategies 
which include: increasing the professionalism of human resources, namely 
SSO, PFSO and CSO, increasing the availability of communication systems 
and devices and security equipment, optimizing the role and responsibility 
of port security through collaboration between shipping companies and 
ports and other related agencies, obstacles to implementing the ISPS 
CODE, optimizing security roles and responsibilities as well as realizing 
security assessment methodologies and security action plans and 
procedures at ports. 

 
Key words: Ship security, port facility security 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pelabuhan merupakan sarana yang sangat penting bagi transportasi 

laut yang membuat jarak yang ditempuh akan terasa lebih dekat atau 

cepat, terlebih bagi sektor ekonomi daerah berkembang karena pusat 

produksi barang dapat dipasarkan dengan lancar (Putra dan Dialante, 

2016). 

Pelabuhan Khusus merupakan pelabuhan yang digunakan untuk 

kepentingan sendiri guna menunjang suatau kegiatan tertentu dan hanya 

digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan 

dengan ijin khusus dari pemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu 

perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk 

mengirim hasil produksi perusahaan tersebut. 

Pelabuhan PT.Pertamina Integrated Terminal Makassar adalah 

salah satu pelabuhan khusus milik PT. Pertamina yang terletak di Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pelabuhan ini merupakan salah 

satu pelabuhan strategis yang berperan penting dalam mendukung 

kegiatan bisnis dan operasional Pertamina di wilayah Sulawesi Selatan 

dan sekitarnya. Dalam hal ini Keselamatan dan Keamanan Kerja 

merupakan salah satu program yang sangat penting untuk di terapkan 

oleh PT. Pertamina Integrated Terminal Makassar sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya risiko tinggi seperti kebakaran, ledakan, pencurian, 

dan hal lainnya yang sangat berbahya dan untuk memastikan 

keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan dan pekerja di 

lingkungan perusahaan. keselamatan dan keamanan kerja yang baik 

akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat terutama 

mereka para pencari kerja. 
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Pelabuhan PT. Pertamina Integrated Terminal Makassar sebagai 

mata rantai perdagangan yang melayani lalu lintas kapal dan barang 

maupun ekspor/impor harus dilindungi dari gangguan keamanan. 

International Ship and Port Facility Security (ISPS Code) sangat penting 

untuk diimplementasikan untuk dapat memberikan petunjuk bagi 

pelabuhan dan fasilitas pelabuhan untuk mempelajari keterampilan 

praktis yang diperlukan, untuk menguji kelayakan security plan yang 

telah disusun sehingga siap dilaksanakan apabila terjadi susatu keadaan 

yang memaksa. 

Keamanan maritim telah menjadi perhatian global seiring dengan 

meningkatnya risiko dan ancaman terhadap kapal dan fasilitas 

pelabuhan. Salah satu standar internasional yang diterapkan untuk 

meningkatkan keamanan di sektor maritim adalah International Ship and 

Port Facility Security Code (ISPS Code). ISPS Code dirancang oleh 

Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk melindungi kapal, 

pelabuhan, serta fasilitas terkait dari ancaman-ancaman keamanan, 

seperti serangan teroris, sabotase, dan tindakan kriminal lainnya yang 

berpotensi mengganggu stabilitas maritim dunia. ISPS Code diterapkan 

melalui langkah-langkah keamanan yang harus diikuti oleh operator 

kapal dan fasilitas pelabuhan. Aturan ini mencakup pemetaan tingkat 

ancaman, penerapan sistem keamanan di kapal, serta koordinasi 

dengan instansi keamanan lokal dan internasional. Hal ini sangat penting 

untuk memastikan kapal dan pelabuhan dapat menghadapi berbagai 

situasi yang berpotensi membahayakan baik penumpang, awak kapal, 

maupun aset pelabuhan. 

Penerapan ISPS Code di Indonesia sudah semestinya berjalan baik 

dan konsisten mengingat pelabuhan di Indonesia harus mampu bersaing 

di tingkat Internasional terlebih lagi Indonesia merupakan negara 

anggota Dewan IMO. “Keberhasilan penerapan ISPS Code memerlukan 

kemauan, kerjasama dan kesamaan cara pandang dari semua pihak 

yang terkait. Dengan demikian tujuan untuk menciptakan kondisi yang 
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aman bagi operasional kapal dan fasilitas pelabuhan dalam konteks 

internasional akan dapat tercapai, yang pada akhirnya akan berdampak 

positif bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia secara umum, dan 

dunia maritim Indonesia khususnya”. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pertamina 

(Persero) dalam kegiatan operasionalnya bergerak dalam bidang 

pertambangan hingga distribusi minyak dan gas. Sejalan dengan hal itu, 

perusahaan harus mengutamakan aspek Keselamatan dan Keamanan 

Kerja dalam aktivitas karyawannya di perusahaan. Untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang terhindar dari ancaman-ancaman maka perlu 

peningkatan dan pengaturan keamanan kapal dan pengamanan 

pangkalan pendukungnya yakni fasilitas pelabuhan. Sehingga 

mendorong terciptanya “International Ship and Port Facility Security 

Code“ yang diawali oleh Intersessional Working Group on Maritime 

Security of the MSC (September 2002), Maritime Safety Committee 

(MSC) 76 (2-6 Desember 2002) dan disusul oleh Diplomatic Conference 

of Contracting Government on Maritime Security (9-13 Desember 2002). 

Diplomatic Conference menyetujui amandemen terhadap Safety Of Life 

Sea (SOLAS) 74 yakni Chapter V tentang Safety of Navigation dan 

Chapter XI tentang Maritime Security maka terciptalah International Ship 

and Port Facility Security Code ( ISPS Code ). 

ISPS Code merupakan ketentuan dan prosedur untuk mencegah 

tindakan terorisme yang mengancam keamanan penumpang, kru dan 

kapal. Kelalaian awak kapal dalam bertugas dapat menyebabkan 

keamanan kapal terancam. Oleh karena itu, dituntut pengetahuan dan 

kedisiplinan dari awak kapal yang terlatih dan terjamin dalam menjaga 

keamanan di kapal, sesuai dengan sistem pengamanan International 

Ship and Port Facility Security (ISPS Code). 

Karena hal-hal tersebut diatas, maka kami mengambil judul: 
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“ANALISIS PENERAPAN ISPS CODE DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA DI PT. PERTAMINA PORT & 

LOGISTICS INTEGRATED TERMINAL MAKASSAR “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan International Ship and Port Facility Security 

(ISPS Code) dalam rangka meningkatkan keselamatan dan 

keamanan kerja di PT. Pertamina Port & Logistics Integrated 

Terminal Makassar ? 

2. Apa saja hambatan yang terjadi pada saat proses penerapan 

International Ship and Port Facility Security (ISPS Code) dalam 

meningkatkan keselamatan dan keamanan kerja di PT. Pertamina 

Port & Logistics Integrated Terminal Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai, 

adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan International Ship and Port 

Facility Security (ISPS Code) dalam rangka meningkatkan 

keselamatan dan keamanan kerja di PT. Pertamina Port & Logistics 

Integrated Terminal Makassar. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada saat proses 

penerapan ISPS Code dalam rangka meningkatkan keselamatan 

dan keamanan kerja di PT. Pertamina Port & Logistics Integrated 

Terminal Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Praktis 
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Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi sumber 

daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta 

kesiapan para pekerja dalam menghadapi keadaan darurat di area 

pelabuhan, baik pada saat latihan maupun pada saat keadaan 

sebenarnya serta untuk memperdalam pengetahuan mengenai 

aturan serta Langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan 

Pelabuhan sehingga dapat mencegah terjadinnya hal-hal yang tidak 

di inginkan di lingkungan Pelabuhan. 

2. Manfaat Teoritis 

pengetahuan dalam bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut 

dan Kepelabuhan secara khusus pada materi International Ship and 

Port Facility Security (ISPS Code), serta sebagai bahan refrensi 

untuk para pekerja agar lebih mengetahui dan memahami aturan 

yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan 

keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan Pelabuhan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Analisis 

Secara umum, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau 

cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis 

terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, 

serta hubungan antar keseluruhan, Sugiono, (2015,335). 

Analisis adalah proses yang dilakukan untuk memecahkan 

suatu hal ke dalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling 

berkaitan dan terhubung satu sama lain. Gurning, R.O & Budiyanto, 

(2007:20) 

Analisa adalah kegiatan menguraikan atau memecahkan suatu 

unit menjadi unit terkecil yang terbagi-bagi. Gurning, R.O & 

Budiyanto, (2007:20) 

Analisa atau analisis adalah suatu kegiatan atau proses berfikir 

untuk membagi dan menguraikan sesuatu secara keseluruhan 

menjadi bagian dari komponen yang berbeda sehingga tanda-tanda 

dan ciri dari setiap komponen bisa dikenal, dan dihubungkan satu 

sama lainnya. 

Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda dan jika 

disatukan menjadi satu keseluruhan yang saling terpadu. Gurning, 

R.O & Budiyanto (2007:20) 

Analisis adalah proses pengurai dan penelaahan suatu pokok 

yang saling berhubungan agar bisa mendapatkan pemahaman yang 

tepat dan pengertian secara keseluruhan. Gurning, R.O & Budiyanto 

(2007:21) 
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Analisa merupakan tahap awal yang dilakukan untuk 

pengembangan sistem. Tahapan ini sangat fundamental sehingga 

sangat menentukan kualitas dari pengembangan sistem informasi 

yang tengah dilakukan. Gurning, R.O & Budiyanto (2007:21) 

Dari beberapa defenisi diatas bisa disimpulkan bahwa analisis 

merupakan suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau 

benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya 

atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut 

B. Pengertian Penerapan 

Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad 

Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. 

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

(Anggrahini, 2020) Penerapan prosedur ISPS Code bertujuan untuk 

menjamin keadaan yang aman di PT. Pertamina Makassar. 

Pengamanan dilakukan dengan meminimalkan gangguan atau 

melakukan pemeriksaan secara intens bagi para pengunjung, 

Penerapan adalah proses menerjemahkan sesuatu yang bersifat 

teoritis atau abstrak menjadi tindakan nyata yang memiliki dampak dalam 

kehidupan sehari-hari atau konteks tertentu. Dalam berbagai bidang, 

penerapan dapat memiliki fokus yang berbeda, misalnya: 

1. Penerapan dalam pendidikan: Menggunakan teori belajar untuk 

mengembangkan metode pengajaran. 

2. Penerapan dalam teknologi: Implementasi teknologi baru untuk 

meningkatkan efisiensi proses kerja. 

3. Penerapan dalam hukum: Penegakan aturan hukum berdasarkan 

undang-undang yang berlaku.Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa, Penerapan merupakan suatu kegiatan yang 
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direncanakan serta dilaksanakan secara serius serta mengacu pada 

norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan 

C. Pengertian Pelabuhan 

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap 

gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi 

dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, 

kran-kran (Cren) untuk bongkar muat barang, gudang laut dan tempat- 

tempat menyimpan dimana kapal membongkar muatannya, dan 

gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dengan waktu 

yang lebih lama selama menunggu pengirim ke daerah tujuana atau 

pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan / atau 

jalanraya. 

Triatmodjo, B. (2010) Pelabuhan merupakan pintu gerbang 

masuk suatu wilayah atau Negara dan sebagai prasarana penghubung 

antar daerah, antar pulau atau bahkan antar Negara, benua dang 

bangsa.dengan fungsinya tersebut maka pembangunaan pelabuhan 

harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara ekonomi maupun 

teknis. 

Triatmodjo, B. (2010) Harbour adalah parairan yang terlindungi 

badai, aman dan baik/cocok bagi akomodasi kapal-kapl untuk 

berlindung, mengisi bahan bakar, persedian dan bongkar muat, 

sedangkan port adalah harbor yang terlindungi, dimana tersedia fasilitas 

terminal laut, yang terdiri dari tambataan (dermaga) untuk bongkar muat 

barang dari kapal, gudang translate dan penumpukan lainnya untuk 

menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun panjang. 

Edi hidayat, (2009, seri 3 ;01) Pelabuhan adalah tempat yang 

terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh 

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
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dan ke.amanan pe.layaran dan ke.giatan pe.nunjang pe.labuhan se.rta 

se .bagai te.mpat pe.rpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 

Be.rikut be.be .rapa fungsi dan pe.ran Pe.labuhan : 

Pe.ran pe.labuhan yang pe.nting dalam siste.m transportasi nasional 

adalah : 

a. Pintu ge.rbang kome.rsial suatu dae.rah atau ne.gara 

b. Titik pe .rairan darat dan laut 

c. Te .mpat pe.ralihan moda transportasi laut ke . moda transportasi 

darat 

d. Te.mpat pe.nampungan dan distribusi barang 

Fungsi dasar pe.labuhan se.cara umum dapat disimpulkan se.bagai 

be.rikut : 

a. Inte.rface., pe.labuhan me.nye.diakan fasilitas dan pe.layanan untuk 

me.mindahkan kapal ke . darat atau se.baliknya. 

b. Link, pe.labuhan se.bagai mata rantai pe.nghubung dalam syste.m 

transportasi. 

c.  Gate.aways, pe.labuhan se.bagai pintu ge.rbang pe.rdagangan bagi 

dae.rah atau ne.gara. 

Dalam pe.rke .mbangannya, te.lah be.rke .mbang fungsi tambahan 

lainnya yang me.rupakan tambahan te .rhadap fungsi dasarnya, se .pe.rti : 

a. Zona industry 

b. Te .mpat pe.nimbunan dan distribusi barang dalam logistic 

c. Te.mpat/de.po pe.numpukan barang 

Tujuan dan sasaran utama pe.labuhan adalah: 

a. Se.laras dan me.nunjang ke.bijakan pe.me.rintah te.rkait. 

b. Me .nye.diakan/me.nye.le .nggarakan tingkat pe.layanan yang optimal 

untukdae.rah be.lakang. 

c. Me.nghasilkan ke.se.luruhan biaya transportasi te.re.ndah. 

d. Me .nghasilkan ke.manfaatan sosial-e.konomi yang maksimum. 

Tingkat ope.rasi yang e.fisie .n. 

e. Laik se.cara finansial. 
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D. Peraturan tentang ISPS Code 

 
Dalam surat ke.putusan Dire.ktur Je.ndral Pe.rhubungan Laut No, 

UM.48/6/16-04 tanggal 19 Mare .t 2004 te.ntang Pe.tunjuk Pe.laksanaan 

Pe.ne .rapan kode. Inte.rnasional Ke.amanan Kapal dan Pe.labuhan (ISPS 

Code.) yang dimaksud de.ngan : 

a. Pe.tugas Ke.manan Pe .rusahaan Company Se.curity Office.r (CSO) 

CSO adalah se.se .orang yang ditunjuk langsung ole.h pe.rusahaan 

untuk me .mastikan se .gala pe.nilaian ke.amanan kapal te.lah 

dilaksanakan. 

b. Pe.tugas Ke.amanan Kapal (Ship Se.curity Office .r (SSO) 

SSO adalah orang kapal yang be.rtanggung jawab ke.pada nakhoda 

kapal, ditunjuk ole.h Pe.rusahaan Pe.rkapalan, yang be.rtanggung 

jawab atas ke.amanan kapal te .rmasuk pe.laksanaan dan 

pe.me.liharaan Re.ncana Ke.amanan Kapal, dan se.kaligus be.rtindak 

se .bagai pe.nghubung antara Pe.rwira Ke .amanan Pe.rusahaan dan 

Pe.rwira Ke .amanan Fasilitas Pe.labuhan. 

c. Pe.tugas Ke.amanan Fasilitas Pe.labuhan (Port Facility Se.curity Off 

i c e. r ( P F S O ) 

Port Facility Se.curity Office.r (PFSO) adalah se .se.orang yang ditunjuk 

se .bagai pe.nanggung jawab untuk pe.nge.mbangan, imple.me.ntasi, 

re .visi, dan me.me.lihara rancangan ke .amanan fasilitas pe.labuhan dan 

untuk be.rkoordinasi de .ngan pe.tugas ke.amanan kapal dan pe.tugas 

ke .amanan pe.rusahaan. 

d. Rancangan Ke.amanan Kapal (Ship Se.curity Plan (SSP) 

SSP adalah suatu rancangan yang dibuat untuk me.mastikan 

pe.ne .rapannya te.rhadap langkah/tindakan diatas kapal yang 

dirancang dan dibangun untuk me.lindungi manusia diatas kapal, 

muatannya, unit transportasi muatan, pe .rbe.kalan kapal atau 

kapalnya se.ndiri dari re .siko pe.ristiwa/ke.jadian ke.amanan. 

e. Rancangan Ke.amanan Fasilitas Pe .labuhan (Port Facility Se.curity 

Office.r (PFSP) 
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PFSP adalah suatu rancangan yang dibangun untuk me.mastikan 

pe.ne .rapannya te.rhadap langkah/tindakan yang dirancang bangun 

untuk me.lindungi fasilitas pe.labuhan dan kapal-kapal, manusia, 

muatannya, unit transportasi muatan dan pe.rbe .kalan kapal didalam 

fasilitas pe.labuhan dari re .siko pe.ristiwa/ke .jadian ke.amanan. 

E. Pengertian Internasional Ship and Port Facility Security (ISPS Code) 

ISPS Code. (Inte.rnational Ship and Port Facility Se.curity Code.) 

me.rupakan se.buah standar inte.rnasional yang dirancang untuk 

me.ningkatkan ke.amanan kapal dan fasilitas pe.labuhan. 

ISPS Code. me.rupakan standar inte .rnasional yang dite.rapkan ole.h 

Inte.rnational Maritime . Organization (IMO) yang be.rtujuan untuk 

me.ningkatkan ke.amanan kapal se.rta fasilitas pe.labuhan dari ancaman 

ke .amanan maritime., se .rta ke.giatan ille.gal lainnya. Kode . ini diadopsi 

se .bagai amande.me.n dari konve.nsi inte.rnasional untuk ke.se .lamatan jiwa 

di laut atau bias dise.but SOLAS tahun 1974 se.rta mulai dibe.rlakukan 

se .jak tanggal 1 Juli 2004 se.bagai re.spons atas me.ningkatnya 

ke .khawatiran te.rhadap ke .amanan transportasi maritime. pasca se.rangan 

te.roris. ISPS Code. me .ncakup langkah-langkah untuk me.ngide.ntifikasi 

re .siko ke.amanan, me.ne .tapkan tanggung jawab para pihak yang te.rlibat 

dalam se.ktor maritim, se .rta me.nge.mbangkan dan me.ngimple.me.ntasikan 

re .ncana ke.amanan yang e.fe.ktif. 

Me .nurut IMO Maritime . Safe.ty Committe .e., Kode. Ke.amanan 

Inte.rnasional te.rhadap Kapal dan Fasilitas Pe .labuhan (The . Inte.rnational 

Ship and Port Facility Se.curity Code. – ISPS Code.) me.rupakan aturan 

yang me.nye.luruh me .nge.nai langkah-langkah untuk me.ningkatkan 

ke .amanan te.rhadap kapal dan fasilitas pe .labuhan, aturan ini 

dike.mbangkan se.bagai tanggapan te.rhadap ancaman yang dirasakan 

dapat te.rjadi te .rhadap kapal dan fasilitas pe .labuhan pasca se.rangan 11 

Se.pte.mbe.r di Ame.rika Se.rikat. Pada dasarnya, kode. te.rse .but 

me.nggunakan  pe.nde .katan  manaje.me.n  re .siko  untuk  me.njamin 
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ke .amanan kapal dan fasilitas pe.labuhan dan untuk me.ne.ntukan langkah- 

langkah ke.amanan apa yang te.pat, pe.nilaian re.siko harus dilakukan 

dalam se.tiap kasus te.rte .ntu. Tujuan dari kode. ini adalah me.nye.diakan 

standar, ke.rangka ke.rja yang konsiste.n untuk me.nge.valuasi re.siko, 

me.mungkinkan Pe.me .rintah untuk me.ngimbangi apabila te .rjadi 

pe.rubahan ancaman de .ngan me.rubah nilai ke .re .ntanan pada kapal dan 

fasilitas pe.labuhan me.lalui pe.ne.ntuan tingkat ke .amanan yang se.suai dan 

langkah-langkah ke.amanan yang se.suai. 

Pe.ne .rapan ISPS Code . Pe.ne .rapan ISPS Code. se.suai Amande.man 

SOLAS 74 dan Ke.putusan Me.nte.ri Pe .rhubungan No. KM.33 Tahun 2003 

pe.mbe.rlakuan Amande .me.n SOLAS 74 di Indone .sia mulai tanggal 1 Juli 

2004 te.rhadap : 

a) Kapal-kapal yang me.lakukan pe.layaran Inte.rnasional, de.ngan rincian 

se .bagai be.rikut : 

1) Kapal Pe.numpang te.rmasuk kapal pe.numpang be.rke.ce.patan tinggi. 

2)  Kapal Barang te.rmasuk kapal barang be.rke .ce.patan tinggi diatas 

500 GT. 

3)  Unit Pe.nge.boran Minyak Le.pas Pantai atau Mobile . Offshore. Drilling 

Unit (MODU). 

4)  Pe.labuhan/Fasilitas pe.labuhan yang me .layani kapal-kapal 

pe.layaran Inte.rnasonal. 

ISPS Code. me .miliki tujuan utuma untuk me.ne .tapkan ke.rangka ke .rja 

bag ne.gara, kapal, dan fasilitas pe.labuhan dalam me.nde.te .ksi re .siko 

ke .amanan se.rta me.ngambil tindakan pe.nce.gahan yang e.fe .ktif. Langkah- 

langkah yang diatur me .liputi: 

1. Pe.nilaian ke.amanan: Me .ne.ntukan pote .nsi ancaman dan 

ke .re .ntanannya te.rhadap fasilitas pe.labuhan dan kapal. 

2. Pe.nyusunan re.ncana ke.amanan: Me.ngambangkan strate.gi 

ke .amanan yang me.ncakup pe.nugasan pe.rsone.l ke.amanan, control 

akse.s, pe.ngawasan, dan prose.dur darurat. 
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3. Imple.me.ntasi dan e.valuasi re.ncana ke.amanan: Me.laksanakan 

re .ncana ke.amanan se .rta me.nilai dan me.mpe.rbarui re.cana se.car 

be.rkala untuk me.mastikan ke.e.fe .ktifan. 

ISPS Code. juga me.wajibkan pe.latihan khusus bagi pe.rsone.l te .rkait, 

inspe.ksi be.rkala, dan pe.mbe.rlakuan be.rbagai le.ve .l ke.amanan yang 

dapat ditingkatkan atau diturunkan se.suai de.ngan tingkat ancaman 

yang dihadapi. 

Zailani, Suhaiza e.t al. (2006), ISPS Code. me.rupakan ke.rangka ke.rja 

yang me.ncakup langkah-langkah untuk me.nde.te .ksi re .siko ke .amanan 

dan me.ngambil tindakan pe.nce.gahan yang te.pat te.rhadap ancaman 

pada kapal dan pe.labuhan. ISPS Code. dirancang untuk me.lindungi 

tranasportasi matimim global dari ancaman te .roris dan ke.giatan ile.gal 

lainnya. 

Yilmaze.l, Ozle.m, dan Tuna Ugurlu (2011), ISPS Code. me.rupakan 

instrume .nt hukum yang me.ngatur aspe.k ke .amanan bagi kapal dan 

fasilitas pe.labuhan, me.mastikan bahwa se .tiap hak yang te.rlibat 

me.mahami tanggung jawab dan ke.wajiban me.re .ka untuk me.njaga 

ke.amanan. 

Stopford, Martin (2009), dalam bukunya me .nje.laskan bahwa ISPS 

Code. me.rupakan se.buah pe.raturan ke.amanan maritim yang dite.tapkan 

ole.h IMO untuk me.minimalisir re .siko te.rorisme. di laut dan pe.labuhan. 

ISPS Code. me.ncakup pe.rsyaratan khusus untuk pe.nilaian ke.amanan, 

pe.nge.mbangan re.ncana ke.amanan, dan pe.ne.tapan langkah-langkah 

ke .amanan te.rte .ntu. 

Paye.ras-Cape.lla, Mique .l e.t al. (2011), ISPS Code. me.rupakan bagian 

pe.nting dari re.gulasi maritim yang me.ncakup langkah-langkah mitigasi 

re .siko yang dirancang untuk me.ngide.ntifikasi dan me.ngatasi ancaman 

yang mungkin muncul pada kapal dan fasilitas pe.labuhan. 

1. Me.nurut ISPS Code. E.disi 2003 : 

ISPS Code. me.rupakan ke.te.ntuan dan prose.dur untuk me.nce.gah 

tindakan te.rorisme . yang me.ngancam ke.amanan pe.numpang, 
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awak dan kapal.(Hulu e.t al., 2023) Agar te.rjaminnya pe.laksanaan 

se .buah sistim ke.amanan di PT Pe.rtamina Inte.grate.d Te.rminal 

Makassar maka pe.me.rintah me.ne .rbitkan instrume.n me.lalui 

pe.raturan me.nte.ri pe .rhubungan te.ntang pe.mbe.rlakuan pe.ne.rapan 

Inte.rnational Ship and Facility Port Se.curity Code. (ISPS Code.) yang 

harus dilaksanakan ole.h PT. Pe.rtamina Makassar 

Pe.raturan ini dite.rapkan te.rhadap : 

a. Je.nis-je.nis kapal be.rikut yang dipakai pada pe.layaran 

Inte.rnasional. 

b. Kapal pe.numpang te.rmasuk kapal pe.numpang be.rke .ce.patan 

tinggi. 

c. Kapal muatan umum 

d. Unit pe.nge.boran le .pas pantai yang be.rpindah pindah. 

e. Fasilitas pe.labuhan yang dipakai pada pe.layaran inte.rnasional. 

2. Je.nis-je.nis ancaman yang dite.tapkan ISPS Code. 

a. Ke.rusakan atau pe.nghancuran te.rhadap fasilitas pe.labuhan atau 

kapal, misalnya ole.h bahan pe.le .dak, pe.mbakaran, sabotase. atau 

vandalisme.. 

b. Pe.mbajakan atau pe.rampasan te.rhadap kapal dan orang-orang 

di kapal. 

c. Pe.rusakan muatan, pe .ralatan kapal yang pe .nting atau siste.m- 

siste .m dalam kapal atau bahan pe.rse .diaan kapal. 

d. Pe.nggunaan akse.s ole .h orang-orang yang tidak be.rwe .nang 

te.rmasuk adanya pe.numpang ge.lap. 

e. Pe.nye .lundupan pe.rse .njataan atau pe.ralatan te.rmasuk 

pe.rse .njataan pe.musnah masal. 

f. Pe.nggunaan kapal untuk pe .ngangkutan yang dimaksudkan 

me.mbuat inside.n ke.amanan dan inside.n te .rhadap pe.ralatan 

ke.amanan. 

g. Pe.nggunaan kapal se.bagai se.njata atau se.bagai alat pe.mbuat 

ke .rusakan atau pe.nghancuran. 
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h. Pe.nutupan, jalan-jalan ke. pe .labuhan, pe.nguncian, alur masuk 

pe.labuhan dsb. 

i. Se.rangan se.njata nuklir, biologi dan kimia. 

 
3. Pe.ne .rapan ISPS Code. 

Pe.ne .rapan ISPS Code . se.suai Amande.man SOLAS 74 dan 

Ke.putusan Me.nte.ri Pe.rhubungan No. KM.33 Tahun 2003 

pe.mbe.rlakuan Amande .me.n SOLAS 74 di Indone .sia mulai tanggal 

1 Juli 2004 te.rhadap : 

a. Kapal-kapal yang me.lakukan pe.layaran Inte.rnasional, de.ngan 

rincian se.bagai be.rikut : 

i. Kapal Pe.numpang te.rmasuk kapal pe.numpang 

be.rke .ce .patan tinggi. 

ii. Kapal Barang te.rmasuk kapal barang be.rke .ce .patan tinggi 

diatas 500 GT. 

iii. Unit Pe.nge.boran Minyak Le.pas Pantai atau Mobile. 

Offshore. Drilling Unit (MODU). 

iv. Pe.labuhan/Fasilitas pe.labuhan yang me.layani kapal- 

kapal pe.layaran Inte.rnasonal. 

b. Pe.raturan ini tidak dite.rapkan te.rhadap : 

i. Kapal pe.rang dan kapal bantuannya. 
 

ii. Kapal lain yang dimiliki atau diope.rasikan ole .h pe.me.rintah 

ne.gara-ne.gara pe.nandatangan dan digunakan hanya pada 

pe.layanan non kome.rsial ole.h pe.me.rintah. 

4. Tingkat Ancaman (Se .curity Le.ve .l) Me .nurut ISPS Code. 

Pe.ne .tapan tingkat ke.amanan (se.lanjutnya dise.but Se.curity 

Le.ve .l) adalah tanggung jawab Pe.me.rintah (De .signate.d Authority) 

dalam hal ini Dire.ktur Je .nde.ral Pe.rhubungan Laut. Dalam pe .ne.tapan 

Se.curity Le.ve .l, akan me.lakukan koordinasi de.ngan pihak-pihak 

te.rkait.Pe .me.rintah ne .gara-ne.gara pe.nandatangan harusnya 

me.ne.tapkan tingkat ke.amanan yang dipakai bagi kapal atau fasilitas 
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pe.labuhan. 

a. Ke.amanan tingkat 1 (Se .curity le.ve.l 1) 

Ke.amanan tingkat 1 adalah tingkat dimana pe.rlindungan 

minimum dari langkah ke .amanan yang te.pat se .me.stinya te.tap 

dipe.lihara se.tiap saat. 

b. Ke.amanan tingkat 2 (Se .curity le.ve.l 2) 

Ke.amanan tingkat 2 adalah tingkat dimana tambahan 

pe.rlindungan dari langkah ke.amanan yang te.pat se.me.stinya 

te.tap dipe.lihara untuk jangka waktu te.rte .ntu se.bagai hasil dari 

pe.ningkatan re.siko dari pe.ristiwa ke .amanan. 

c. Ke.amanan tingkat 3 (Se .curity le.ve.l 3) 

Ke.amanan tingkat 3 adalah tingkat untuk ke.lanjutan tindakan 

pe.rlindungan se.cara khusus yang se.me.stinya dite.tapkan untuk 

jangka waktu te.rbatas ke.tika suatu pe.ristiwa ke .amanan 

dimungkinkan atau nyata, me.skipun bisa jadi tidak mungkin 

untuk dapat me.ne.mukan/me.nge.nali tujuan sasaran yang 

khusus. 

F. Pengertian Keselamatan dan Keamanan Kerja 
 

Kata “ke.amanan” dalam bahasa inggris “se .curity”, be.rasal dari 

bahasa latin yaitu “se .-curus” yang artinya adalah “se.” be .rarti tanpa, dan 

“curus” be.rarti ke .ge .lisahan (se.-curus be .rarti tanpa ke.ge.lisahan atau 

me.ngandung makna ke.amanan). Arti ke.amanan me.miliki be.rbagai 

makna, te.rmasuk untuk me.rasa aman dan dilindungi se.rta digunakan 

untuk me.nggambarkan situasi tanpa re.siko. Ke .amanan adalah hal utama 

yang be.rkaitan de.ngan nasib se.kumpulan manusia, juga be.rkaitan 

de.ngan ke.yakinan be.bas dari ancaman. Pe.rmasalahan dasarnya adalah 

te.ntang ke.langsungan hidup, te.tapi hal ini juga me.ncakup banyak hal 

atau urusan te.ntang se.buah kondisi ke.langsungan ke.hidupan. 

Kode. Ke.amanan Pe.labuhan dan Kapal Inte.rnasional (ISPS CODE .) 

adalah re.gulasi me.nye.luruh te.ntang cara me.mpe.rkuat ke.amanan kapal 

dan fasilitas pe.labuhan. Re.gulasi yang dibuat untuk tanggapan ancaman 
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ke .pada kapal dan fasilitas pe.labuhan yang diantisipasi se.te.lah bahaya 

te.roris AS pada 11 Se.pte.mbe.r 2001. Dari pe .mahaman te.rse .but, dapat 

disimpulkan bahwa ke.amanan dan ke .waspadaan sangat pe.nting untuk 

me.nciptakan suasana yang aman. ABK harus be.rhati-hati me.lindungi 

kapal pada saat kapal sandar maupun saat be.rlabuh jangkar, untuk 

me.njaga ke.adaan kapal aman se.rta kondusif. 

Kode. Ke.amanan Kapal dan Fasilitas Pe.labuhan Inte.rnasional (ISPS 

Code.), yang diimple .me.ntasikan se.bagai bagian dari Konve .nsi 

Inte.rnasional untuk ke.se .lamatan ke.hidupan di laut (SOLAS) Bab XI-2, 

adalah se.rangkaian tindakan kompre.he.nsif agar me.maksimalkan 

ke .amanan pe.labuhan se .rta kapal. Amande.me .n te.rbaru se.rta konsolidasi 

pe.raturan ISPS Code., se .suai konsolidasi tahun 2004, te.rus be.rfokus 

untuk me.mastikan ke .amanan maritim de.ngan me.nangani be.rbagai 

ancaman se.pe.rti pe .mbajakan, te.rorisme ., dan tindakan yang me.langgar 

hukum lainnya.Se.te .lah dibe.rlakukan be.rdasarkan SOLAS bab XI-2, pada 

tanggal satu bulan Juli tahun 2004, Kode. Ke .amanan Kapal dan Fasilitas 

Pe.labuhan Inte.rnasional se .jak saat itu me.mbe.ntuk dasar untuk siste.m 

ke .amanan yang kompre.he.nsif yang dipe.rlukan untuk pe.rjalanan 

inte.rnasional. Bagian A se.rta B te.rdiri dari kode. ini. Dalam Bagian Wajib 

A, pe.me.rintah, otoritas pe.labuhan, dan pe.rusahaan pe.layaran yang 

te.rikat kontrak de.ngan SOLAS harus me.matuhi pe.raturan ke.amanan 

maritim dan pe.labuhan yang rinci, untuk me.matuhi code. ini. 

Poin pe.nting dalam ISPS Code. 2004: 

a. Pasal 1 (De.finisi) 

1) Ke.amanan, be.rarti tindakan pe.nce.gahan dari ancaman te.roris dan 

tindakan ile.gal lainnya te.rhadap kapal dan fasilitas pe.labuhan. 

2)  Kapal, me.ncakup se.mua kapal yang te.rlibat dalam pe.layaran 

inte.rnasional, te.rmasuk kapal kargo de.ngan tonase. kotor 500 atau 

le .bih, dan kapal pe.numpang. 

3)  Fasilitas Pe.labuhan, be.rarti lokasi yang be .rfungsi me.ndukung 

ke .giatan kapal, te.rmasuk pe.muatan dan pe.mbongkaran barang 
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se.rta e.mbarkasi dan de.barkasi pe.numpang. 

b. Pasal 2 (Pe.nilaian Ke.amanan) 

Pe.nilaian ke.amanan wajib dilakukan untuk me.ngide.ntifikasi dan 

me.nge.valuasi risiko te .rhadap se.buah kapal se .rta fasilitas pe.labuhan. 

Pe.nilaian te.rse .but me.njadi dasar untuk pe.nyusunan Ship Se .curity 

Plan se.rta Port Facility Se.curity Plan. 

c. Pasal 3 (Pe.nilaian Ke.amanan) 

SSP wajib dise .tujui ole .h otoritas be.rwe .nang ne.gara be.nde.ra dan 

me.rangkul langkah-langkah untuk me.ngatasi re .siko ke .se.lamatan, 

te.rmasuk pe.ngawasan akse.s dan kontrol kargo. 

Re .ncana ke.amanan fasilitas pe.labuhan (PFSP) harus me .ncakup 

prose.dur untuk me.nangani ancaman ke.amanan te.rhadap fasilitas 

pe.labuhan. 

d. Pasal 4 (Pe.tugas Ke.amanan) 

1)  Pe.tugas ke.amanan kapal (SSO) be.rtanggung jawab te.rhadap 

pe.nge.mbangan, imple.me.ntasi, se.rta pe.me.liharaan SSP. 

2)  Pe.tugas ke.amanan pe.rusahaan (CSO) be.rtanggung jawab 

te.rhadap koordinasi ke.se .lamatan kapal di tingkat pe.rusahaan. 

3) Pe.tugas ke.amanan fasilitas pe.labuhan (PFSO) be.rtanggung jawab 

te.rhadap pe.ningkattan, imple.me.ntasi, se .rta pe.nye.le .nggaraan 

PFSP. 

e. Pasal 5 (Laihan dan Pe.latihan) 

Se.mua pe.rsone.l te .rkait ke .amanan harus me .ne.rima pe.latihan yang 

me.madai. Latihan ke.amanan harus dilakukan se.cara be.rkala untuk 

me.mastikan ke.siapan me.nghadapi ancaman ke .amanan. 

f. Pasal 6 (Ve.rifikasi dan Se.rtifikasi) 

Kapal yang me.matuhi ke.te .ntuan ISPS Code. wajib me.mpe .role.h 

se .rtifikat ke.amanan inte.rnasional kapal (ISSC). Se.rtifikat ini 

dike.luarkan ole.h ne.gara be.nde.ra atau organisasi yang diakui. 

g. Pasal 7 (Ke.rjasama dan Komunikasi) 

Me .nge.mbangkan me.kanisme. untuk pe .rtukaran informasi dan 
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ke .rjasama antara kapal, fasilitas pe.labuhan, dan otoritas be.rwe .nang 

dalam me.nghadapi ancaman ke.amanan. 

h. Pasal 8 (Control di Pe.labuhan) 

Kapal yang tidak me.matuhi ke.te .ntuan ISPS Code. dapat dike.nakan 

tindakan kontrol di pe.labuhan, te.rmasuk pe.nundaan, pe.nahanan, atau 

pe.nolakan izin masuk. 

Tujuan dari Diklat Khusus Pe.rkapalan Pe.rtamina te.ntang Kode. ISPS 

adalah: 

a. Me .nciptakan ske.ma inte.rnasional yang me.libatkan ke.rja sama antara 

ne.gara pe.se.rta, badan-badan pe.me.rintah, pe.me.rintah se.te.mpat, 

industri pe.rkapalan atau pe.layaran, dan ke.pe.labuhan untuk 

me.ngide.ntifikasi ancaman ke.amanan dan me.nce.gah inside .n 

ke .amanan yang be.rdampak pada kapal dan fasilitas pe.labuhan yang 

me.layani pe.rdagangan global, 

b. Me .ne.ntukan tanggung jawab dan pe.ran yang harus dimainkan ole.h 

ne.gara anggota, le.mbaga pe.me.rintah, administrasi lokal, industri 

pe.layaran, dan industri pe .labuhan baik di tingkat nasional maupun 

inte.rnasional untuk me.njamin ke.amanan kapal, 

c. Untuk me.mastikan pe.nyusunan dan pe.rtukaran informasi ke.amanan 

yang e.fisie .n dan ce.pat, 

d.  Me .mbangun siste.m pe.nilaian ke.amanan yang me.mungkinkan 

pe.mbuatan re .ncana dan tindakan untuk me.ngantisipasi pe.rubahan 

tingkat ke.amanan, 

e. Untuk me.njamin bahwa ada ke.yakinan yang cukup dan tindakan 

ke .amanan maritim yang se.suai, 

f. Me .nciptakan prose.dur pe.nilaian ke.amanan yang me.mungkinkan 

pe.mbuatan re .ncana dan tindakan re.aksi te.rhadap pe.rubahan tingkat 

ke .amanan, dan 

g. Untuk me.mastikan bahwa ada ke.pe.rcayaan yang cukup dan tindakan 

ke .amanan maritim yang se.suai. 

pe.labuhan  yang me.layani pe.layaran  kapal inte.rnasional, yang 
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dimaksud de.ngan "pe.layaran inte.rnasional" adalah "pe.layaran 

inte.rnasional". Krite.ria kapal yang dikate.gorikan dalam pe.layaran 

inte.rnasional adalah: 

a. Kapal pe.numpang de.ngan le.bih dari dua be.las pe.numpang, te.rmasuk 

yang be.rke .ce .patan tinggi, 

b. Kapal barang te.rmasuk kapal pe.ngangkut be.rke .ce .patan tinggi de .ngan 

be.rat lima ratus ton atau le.bih, 

c. Unit pe.nge.boran le.pas pantai mobile., yang me.rupakan instalasi 

pe.nge.boran le.pas pantai yang me.ncakup unit pe.nge.boran yang 

ditarik, 

d. Fasilitas pe.labuhan yang me.layani pe.layaran antar ne.gara atau kapal 

ne.gara anggota (Ne.gara Kontrak) dapat me .mpe.rluas ke.te .ntuan di 

atas dalam kasus te .rte.ntu te.rhadap pe.labuhan dome.stik yang 

me.layani kapal inte.rnasional. Kapal pe.rang, kapal bantu Angkatan 

Laut, atau kapal lain yang digunakan untuk tujuan non-kome.rsial tidak 

akan dipe.ngaruhi ole.h ke .te.ntuan-ke.te .ntuan dalam ISPS CODE.. 

Fasilitas pe.labuhan yang me.layani pe.layaran inte.rnasional dan 

kapalDalam situasi te.rte.ntu, ne.gara anggota (Ne .gara Kontrak) me.miliki 

ke .we .nangan untuk me.mpe.rluas ke.te.ntuan di atas te.rhadap pe.labuhan di 

ne.gara te.rse .but yang me.layani kapal inte.rnasional. Be.be .rapa istilah 

pe.nting dalam kode. ke .se.lamatan kapal dan pe.labuhan inte.rnasional 

ialah: 

a. Re .ncana ke.amanan kapal adalah re.ncana te .rtulis yang dibuat untuk 

me.njamin pe.laksanaan se.mua tindakan di atas kapal dan me.lindungi 

orang di atas kapal, muatan, pe.ralatan angkutan, gudang 

pe.nyimpanan atau pe.rbe.kalan lainnya dari risiko ke.amanan, 

b. Re .ncana ke.amanan fasilitas pe.labuhan adalah re.ncana yang ditulis 

dan dibuat untuk me.mastikan bahwa se.mua langkah yang diambil 

untuk me.lindungi fasilitas pe.labuhan, kapal, orang, muatan, pe.ralatan 

angkut muatan, dan te .mpat pe.nyimpanan barang di dalam fasilitas 

pe.labuhan te.rhadap risiko yang be.rkaitan de.ngan ke.amanan, 
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c. Pe.rwira ke .amanan kapal ditunjuk ole.h pe.rusahaan pe.rkapalan dan 

be.rtanggung jawab atas ke.amanan kapal, te .rmasuk pe.laksanaan dan 

pe.me.liharaan re.ncana ke.amanan kapal. pe.rwira ini juga be.rfungsi 

se .bagai pe.nghubung antara pe.rwira ke.amanan pe.rusahaan dan 

pe.rwira ke .amanan fasilitas pe.labuhan, 

d. Pe.rwira ke .amanan pe .rusahaan adalah orang yang ditunjuk ole .h 

pe.rusahaan untuk me.mastikan pe.nilaian ke.amanan kapal dilakukan, 

me.mbuat re.ncana ke.amanan kapal, me.nye.rahkannya ke.pada pe.jabat 

untuk dise.tujui, me.ne.rapkannya, dan me.me.liharanya, dan be.rfungsi 

se .bagai pe.nghubung antara pe.rwira ke .amanan pe.labuhan dan 

pe.rwira ke .amanan kapal, 

e. Pe.tugas ke.amanan fasilitas pe.labuhan Port Facility Se.curity Office .r 

(PFSO) adalah orang yang ditunjuk untuk be.ke .rja sama dan 

be.rkomunikasi de.ngan pe.rwira ke .amanan kapal dan pe.rwira 

ke .amanan pe.rusahaan. Me.re .ka juga be .rtanggung jawab atas 

pe.nge.mbangan, pe.laksanaan, pe.rubahan, dan pe.me.liharaan re.ncana 

ke .amanan fasilitas pe.labuhan: 

1) Rancangan ke.amanan kapal (SSP) me.rupakan re.ncana untuk 

me.lindungi ABK, muatan, unit pe .ngangkut muatan, gudang kapal, 

atau kapal lainnya dari inside.n ke.amanan, 

2)  De .signate.d authority (DA). Se.suai de .ngan pe.rjanjian, 

pe.nye .le.nggara yang dike.nal ole.h pe.me.rintah (DA) be.rtanggung 

jawab atas pe .laksanaan pasal ini, yang me .mbahas ke.amanan 

fasilitas pe.labuhan se.rta hubungan antara kapal se.rta pe.labuhan 

dari sudut pandang fasilitas pe.labuhan, dalam hal ini dire.ktur 

je .nde.ral pe.rhubungan laut, 

3) Aktivitas kapal ke. kapal adalah se.tiap ke.giatan yang tidak te.rkait 

de.ngan fasilitas pe .labuhan, se.pe.rti me.ngangkut orang atau barang 

dari satu kapal ke. kapal lain, 

4)  Kapal atau pe.labuhan be.rinte .raksi, juga dike.nal se.bagai 

Kapal/pe.labuhan be.rinte.raksi me.rupakan ke .tika se.buah kapal 
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te.rke .na tindakan yang me.libatkan pe.rge.rakan manusia, barang, 

atau pe.rbe.kalan dari pe .layanan pe.labuhan ke . atau dari kapal, 

5) Pe.rse .tujuan yang dicapai antara suatu kapal dan mungkin juga 

fasilitas pe.labuhan atau kapal lain yang be .rinte.raksi de.ngannya 

me.ne.tapkan protokol ke.amanan yang akan dite.rapkan ole.h 

masing-masing. Istilah "de.klarasi ke.amanan" atau "maklumat 

ke .amanan" me.ngacu pada istilah ini, 

6) Organisasi ke.amanan yang diakui me.rupakan organisasi yang 

me.mpunyai ke.ahlian de.ngan te.pat dalam ke.amanan se.rta 

pe.nge.tahuan te.ntang ope.rasional kapal se .rta pe.labuhan yang 

diizinkan untuk me.lakukan pe.nilaian, pe.me.riksaan, pe.rse .tujuan, 

atau se.rtifikasi yang dipe.rsyaratkan ole.h bab ini atau bagian dari 

pe.raturan ISPS ini, 

7) Komite. ke .amanan pe.labuhan (PSC) me.rupakan se.buah organisasi 

yang te.rdiri dari kanpe.l atau adpe.l se .bagai koordinator, kabid atau 

kasi pe.njagaan se.rta pe.nye.lamatan se .bagai koordinator 

pe.laksana, se.rta pe.rwakilan dari le .mbaga te .rkait, 

8) Koordinator ke.amanan pe.labuhan (PSO) me.rupakan pe.jabat kabid 

atau kasi pe.njagaan dan pe.nye .lamatan, 

9) Ve.rifikasi me.ncakup pe .me.riksaan atau audit rancangan ke.amanan 

kapal (SSP) atau rancangan ke.amanan fasilitas pe .labuhan (PFSP), 

se .rta se.mua pe.raturan se.rta prose.dur yang te.rkait de.ngan 

rancangan ke.amanan kapal se .rta pe.labuhan yang harus dipatuhi. 

Be.rikut ke.jadian akibat dari tidak te.rlaksananya ke.amanan yang baik 

di atas kapal dan di pe.labuhan: 

1. Pe.ncurian 

Pe.nge.rtian pe.ncurian me.nurut hukum be.se .rta unsur-unsurnya 

dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah be.rupa rumusan 

pe.ncurian dalam be.ntuk pokoknya yang be.rbunyi: 

“Barang siapa me.ngambil barang se.suatu yang se.luruhnya atau 

se .bagian adalah ke.punyaan orang lain, de .ngan maksud untuk 
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me.nguasai be.nda te.rse .but se.cara me.lawan hak, maka ia dihukum 

kare .na ke.salahannya me.lakukan pe.ncurian de.ngan hukuman pe.njara 

se .lama-lamanya lima tahun atau de.nda se.tinggi-tingginya e.nam puluh 

juta rupiah”. 

Untuk le.bih je.lasnya, apabila dirinci rumusan itu te.rdiri dari unsur- 

unsur obje.ktif (pe.rbuatan me.ngambil, obje.knya suatu be.nda dan unsur 

ke .adaan yang me.le.kat pada be.nda untuk dimiliki se .cara se.bagian 

ataupun se.luruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subje.ktif 

(adanya maksud, yang ditujukan untuk me.miliki dan de.ngan me.lawan 

hukum). 

Unsur-unsur pe.ncurian adalah se.bagai be.rikut: 

a. Unsur-Unsur Obje.ktif be.rupa: 

1) Unsur pe.rbuatan me.ngambil (we.gne.me.n) 

Unsur pe.rtama dari tindak pidana pe.ncurian ialah pe.rbuatan 

“me.ngambil” barang. Kata “me.ngambil” (we .gne.me .n) dalam arti 

se .mpit te.rbatas pada me.ngge.rakkan tangan dan jari-jari, 

me.me.gang barangnya dan me.ngalihkannya ke. lain te.mpat. 

Unsur be.rpindahnya ke .kuasaan be.nda se.cara mutlak dan nyata 

adalah me.rupakan syarat untuk se.le .sainya pe.rbuatan me.ngambil 

yang artinya juga me.rupakan syarat untuk me.njadi se.le .sainya 

suatu pe.rbuatan pe.ncurian yang se.mpurna. 

2) Unsur Be.nda 

Pada obje.k pe .ncurian ini se.suai de.ngan ke.te .rangan dalam 

Me .morie . van Toe.lichting (MvT) me.nge.nai pe .mbe.ntukan Pasal 

362 KUHP adalah te.rbatas pada be.nda-be.nda be.rge .rak (roe .re .nd 

goe.d). Be.nda-be.nda tidak be.rge .rak, baru dapat me.njadi obje.k 

pe.ncurian apabila te.lah te.rle .pas dari be.nda te.tap dan me.njadi 

be.nda be.rge .rak. Be.nda be.rge .rak adalah se .tiap be.nda yang 

be.rwujud dan be.rge .rak ini se.suai de.ngan unsur pe.rbuatan 

me.ngambil. Be.nda yang be.rge .rak adalah se .tiap be.nda yang 

sifatnya dapat be.rpindah se.ndiri atau dapat 
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dipindahkan (Pasal 509 KUHPe.rdata). Se.dangkan be.nda yang 

tidak be.rge.rak adalah be.nda-be.nda yang kare .na sifatnya tidak 

dapat be.rpindah atau dipindahkan, suatu pe.nge.rtian lawan dari 

be.nda be.rge .rak. 

3) Unsur se.bagian maupun se.luruhnya milik orang lain. 

Be.nda te.rse .but tidak pe .rlu se.luruhnya milik orang lain, cukup 

se .bagian saja, se.dangkan yang se.bagian milik pe .laku itu se.ndiri. 

Contohnya se.pe .rti se.pe .da motor milik be.rsama yaitu milik A dan 

B, yang ke.mudian A me.ngambil dari ke .kuasaan B lalu 

me.njualnya. Akan te.tapi bila se.mula se.pe.da motor te.rse .but te.lah 

be.rada dalam ke.kuasaannya ke.mudian me.njualnya, maka bukan 

pe.ncurian yang te.rjadi me.lainkan pe.ngge.lapan (Pasal 372 

KUHP). 

b. Unsur-Unsur Subje.ktif be.rupa: 

1) Maksud untuk me.miliki 

Maksud untuk me.miliki te.rdiri dari dua unsur, yakni unsur 

pe.rtama maksud (ke.se .ngajaan se.bagai maksud atau opze.t als 

oogme.rk), be .rupa unsur ke .salahan dalam pe .ncuriandan ke.dua 

unsur me.milikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibe.dakan dan 

dipisahkan satu sama lain. Dalam hal te.rse .but be.rarti se .be .lum 

me.lakukan pe.rbuatan me.ngambil dalam diri pe .laku sudah 

te.rkandung suatu ke.he .ndak (sikap batin) te.rhadap barang itu 

untuk dijadikan se.bagai miliknya. 

2) Me.lawan hukum 

Unsur me.lawan hukum dalam tindak pidana pe.ncurian yaitu 

maksud me.miliki de.ngan me.lawan hukum atau maksud me.miliki 

itu ditunjukan pada me.lawan hukum, artinya ialah se.be.lum 

be.rtindak me.lakukan pe.rbuatan me.ngambil be.nda, ia sudah 

me.nge.tahui dan sudah sadar me.miliki be .nda orang lain itu 

adalah be.rte .ntangan de .ngan hukum. Kare.na alasan inilah maka 

unsur me.lawan hukum dimaksudkan ke. dalam unsur me.lawan 
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hukum subje.ktif. Pe.ndapat ini kiranya se.suai de.ngan ke.te .rangan 

dalam MvT yang me.nyatakan bahwa, apabila unsur ke .se.ngajaan 

dicantumkan se.cara te.gas dalam rumusan tindak pidana, be.rarti 

ke .se.ngajaan itu harus ditujukan pada se.mua unsur yang ada 

dibe.lakangnya. 

2. Stowaway 

 
Inte.rnational Maritime . Organization (IMO) me.nde.finisikan 

stowaway (pe.numpang ge.lap) se.bagai se .se.orang yang se.cara 

se .mbunyi-se.mbunyi be .rada di kapal, atau di kargo yang ke.mudian 

dimuat di kapal tanpa pe.rse .tujuan dari pe.milik kapal, kapte.n kapal, 

atau cre.w kapal yang ke.mudian dike.tahui se.te .lah me.ninggalkan 

pe.labuhan atau disaat bongkar muat dilakukan di pe.labuhan tujuan 

dan dilaporkan se.bagai stowaway (pe.numpang ge.lap) pada pihak 

yang be.rwe .nang. Pe.numpang ge.lap ini biasannya akan me.nghadapi 

situasi yang be.rbahaya, kare.na status me.re .ka yang ille.gal maka tidak 

jarang me.re .ka harus me.nghabiskan hari di kapal tanpa makan dan 

minum, hal ini sangat be.re .siko pada ke.matian. Se.lain itu me.re .ka juga 

be.re .siko untuk di pe.njara kare.na pe.rbutan me.re .ka yang me.langgar 

hukum. 

Ada be.rbagai alasan, tujuan dan cara untuk se.se.orang bisa 

me.njadi pe.numpang ge .lap di kapal, tapi biasanya me.re .ka be.rusaha 

untuk me.nghindari dae.rah yang se.dang dalam konflik, ke.tidakstabilan 

e .konomi dine .garannya, adanya ke.se .njangan sosial dan be.rharap 

untuk me.ndapat pe.luang hidup yang le.bih baik di ne.gara orang. 

Be.rbagai je.nis atau tipe . pe.numpang ge.lap akan me.mbawa masalah 

yang be.rbe.da bagi cre .w kapal dan mungkin me.me.rlukan tindakan 

pe.nanganan yang be .rbe.da pula. Paling tidak pe.nye.lidikan dan 

ide.ntifikasi pe.rlu dilakukan pada pe.numpang ge.lap yang te.lah 

dite.mukan se.lain itu biaya pe.mulangan bagi pe.numpang ge.lap ke . 

ne.gara asalnya juga harus dike.luarkan ole.h pe.milik kapal, untuk itu 

pe.rlu dike .tahui tipe. dari pe .numpang ge.lap ini. Be.rikut tipe . pe.numpang 
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ge.lap be.rdasarkan alasan me.re.ka: 

a) Pe.ngungsi (Re.fuge.e.s) 

Pe.ngungsi akan be.rusaha untuk me.larikan diri dari pe.pe.rangan 

akibat ke.rusuhan sipil, politik atau agama. Salah satunnya adalah 

de.ngan cara me.njadi pe .numpang ge.lap di kapal, pe.numpang ge.lap 

ini ce .nde.rung me.nuruti kata hati dan se.ringkali tidak me.miliki surat- 

surat ke.te.rangan. 

b) Imigran e.konomi (E.conomic imigrants) 

Ke.sulitan e.konomi akan me.mbuat se.se .orang be.rusaha untuk 

me.ndapatkan ke.hidupan yang le .bih baik, de.ngan me.njadi 

pe.numpang ge.lap, orang tipe. ini be.rharap untuk me.ndapatkan 

ke .hidupan yang le.bih baik di ne.gara orang. Te.tapi ke.banyakan 

me.re .ka malah akan me .njadi be.ban atau tanggungan bagi ne.gara 

te.rse.but. 

c) Pe.ncari suaka (Asylum se.e.ke.rs) 

Pe.ncari suaka adalah se.orang yang be.rusaha me .ncapai 

se .buah ne.gara dimana suaka dapat dibe.rikan atau imigran e.konomi 

yang me.ngklaim suaka se.hingga be.rharap untuk tidak dipulangkan. 

Me .re .ka akan me.ncoba untuk me.nye.mbunyikan ide.ntitas asli 

me.re .ka atau me.ngadopsi ke.bangsaan dari suatu wilayah yang 

se .dang te.rjadi konflik. 

d) Imigran ge.lap (Ille.gal immigrants) 

Imigran ge.lap tidak me .nginginkan ke.hadiran me.re .ka dike.tahui 

ole.h pihak be.rwe .nang, be.rharap untuk bisa me .masuki suatu ne.gara 

tanpa te.rde.te.ksi. Pe.numpang ge.lap umumnya dipe.rlakukan se.bagai 

imigran ge.lap di pe.labuhan tujuan se.suai de.ngan undang- undang 

dari ne.gara yang be.rsangkutan. 

e) Pe.njahat (Criminals) 

Je .nis te.rakhir dari pe.numpang ge.lap dan mungkin yang paling 

me.ngkhawatirkan adalah pe.njahat, me.re .ka mungkin me.nggunakan 

ke .ke.rasan dan mungkin te.rlibat de.ngan pe.rdagangan obat-obatan 
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atau ke.giatan ille .gal lainnya. Pe.numpang ge.lap ini se.ring 

me.lakukan pe.rjalanan dalam ke.lompok dan dapat me.nimbulkan 

se .buah ancaman yang se.rius bagi awak kapal, me.re .ka juga 

te.rkadang me.ncari ke.untungan de .ngan me.nuntut uang te.busan 

dari pe.milik kapal. 

Se.lain be.rdasarkan tipe . diatas, stowaway (pe .numpang ge.lap) juga 

dapat dibe.dakan be.rdasarkan cara me.re .ka be.rope.rasi me.njadi 

pe.numpang ge.lap. Be .rikut ini tipe. stowaway be.rdasarkan cara 

be.rope.rasi me.re .ka: 

1) The. opportunist 

The. Opportunist adalah individu yang be.rtindak se.ndiri, te.lah 

me.mbuat ke.putusan untuk me.njadi pe.numpang ge.lap se.cara 

me.ndadak. Biasanya se .orang buruh di pe.labuhan atau orang 

yang te.rkait, opportunist stowaway tidak me.miliki pe.rsiapan yang 

matang se.hingga mudah untuk dice.gah. 

2) The. de .dicate.d individuals 

The. de.dicate.d individuals ke.mungkinan akan be.ke.rja atau 

be.rope.rasi atas ke.inginannya se.ndiri, te.tapi dia le.bih me.miliki 

pe.rsiapan yang matang, se.te .lah me.re .ncanakan rute. akan me.ncari 

kapal de.ngan tujuan te.rte .ntu. 

3) The. organize.d 

Me .rupakan pe.numpang ge.lap yang be.rope.rasi se .cara 

be.rke .lompok dan te .rorganisasi, me.re .ka ce.nde.rung untuk 

me.narge.tkan kapal-kapal line.r atau kapal yang dicharte.r se .cara 

line.r. 

Ke.amanan ke.rja adalah suatu usaha untuk me.njaga dan 

me.lindungi pe.ke .rja dan fasilitas/ase.t yang dimiliki, baik yang be.rada 

di dalam Kantor maupun yang be.rada di luar lingkungan Kantor. 

Upaya me.mbe.rikan jaminan ke.amanan ke.rja tidak hanya 

dipe.runtukkan bagi te.naga ke.rja yang be.ke .rja di dalam lingkungan 

Kantor, te.tapi juga bagi te.naga ke.rja yang be.ke .rja di lapangan. 
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De.finisi Ke.se.lamatan me.nurut para ahli : 

Me .nurut Mangkune.gara (2013: 161), 'Ke.se .lamatan ke.rja 

me.mpunyai arti rasa te .rhadap ke.adaan yang aman dari rasa bahaya, 

sakit dan faktor ke.rugian yang te.rjadi di te.mpat ke.rja'. Be.rdasarkan 

Di sisi lain, me.nurut Swasto (2011: 107), “ke .se.lamatan ke.rja 

me.nyangkut se.luruh prose .s me.lindungi pe.ke .rja dari pote.nsi bahaya 

yang te.rjadi di lingkungan ke.rja.'' 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ke.se .lamatan dan ke.amanan 

ke .rja harus didasari dalam ke.adaan aman dan pe.ke.rja te .rlindungi dari 

ke .ce.lakaan ke.rja saat me.lakukan pe.ke.rjaannya. 

d. Syarat – Syarat Ke.se .lamatan Ke.rja 

UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 te.ntang Undang-Undang 

Ke.se .lamatan Ke.rja RI me.wajibkan pe.rusahaan untuk me.njaga 

ke .se.lamatan karyawannya di lingkungan ke .rja dan pe.rsyaratan 

ke .se.lamatan ke.rja adalah: 

1) Pe.nce.gahan dan pe.ngurangan ke.ce.lakaan. 

2) Me .nce.gah, me.ngurangi adanya ke.bakaran. 

3) Me .nce.gah dan me.ngurangi bahaya le.dakan. 

4) Me .mbe.rikan ke .se.mpatan atau ke.mampuan untuk 

me.nye.lamatkan diri jika te.rjadi ke .bakaran atau ke.jadian 

be.rbahaya lainnya. 

5) Me .mbe.rikan bantuan jika te.rjadi ke.ce.lakaan. 

6) Pe.nye .diaan alat pe.lindung diri bagi pe.ke.rja. 

7) Me .nce.gah dan me.nge .ndalikan timbulnya atau pe.nye.baran 

suhu, ke.le .mbaban, de.bu, kotoran, asap, uap, gas, he.mbusan, 

cuaca, cahaya atau radiasi, suara dan ge.taran. 

8) Me .nce.gah dan me.nge .ndalikan te.rjadinya pe .nyakit fisik dan 

me.ntal akibat ke.rja, ke .racunan, infe.ksi dan pe .nularan. 

9) Me .ne.rima informasi yang le.ngkap dan te.pat. 

10) Pastikan suhu dan ke.le .mbaban yang baik 

11) Atur pe.ngharum ruangan yang cukup. 
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12) Me.njaga ke.be.rsihan, ke.se.hatan dan ke.te.rtiban. 

13) Ke.amanan dan pe.me.liharaan se.mua je.nis bangunan. 

14) Ke.se .lamatan dan Pe.me.liharaan Ope.rasi Bongkar Muat, 

Pe.nanganan dan Pe.nyimpanan Barang 

15) Me .nce.gah paparan brus Be.rbahaya. 

16) Me .ngkoordinasikan dan me.ningkatkan ke.se .lamatan bagi 

karyawan agar re.siko ke .rja dapat diturunkan. 

b. Indikator Ke.se.lamatan Ke.rja 

Indikator ke.se.lamatan ke.rja me.nurut Moe.nir (2006:203) adalah: 

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan pe.rusahaan untuk 

me.ningkatkan ke.se .lamatan ke.rja adalah: 

a) Pe.nye .diaan pe.ralatan yang dapat digunakan se.bagai sarana 

pe.nce .gahan, pe.rtolongan dan pe.rlindungan. Contoh 

pe.ralatan pe.nce.gahan: Pe.ralatan pe.madam ke .bakaran, pintu 

darurat, kotak P3K, se .koci di se.tiap kapal, tangki oksige.n, dll. 

b) Jaminan pada ke.ce .lakaan ke.rja te.rhadap awak kapal me.liputi: 

Me .me.lihara dan me.mbe.ri asuransi bagi pe.ke .rja yang 

me.lakukan pe.ke .rjaan be.rbahaya yang pe.ke.rjaannya 

me.ncakup pe.ke .rjaan be .rat dan tingat ce.de.ra ke .rja yang tinggi. 

se .hingga tingginya tingkat dapat me.ngakibatkan tingginya 

ke .rusakan yang dide.rita dalam suatu ke.ce.lakaan. 

c) Me .me.riksa Ke.se.hatan awak kapal se.cara rutin agar dapat 

me.lihat tingkat Ke.se .hatan awak kapal te.rse .but. 

c. Se.bab – se.bab Ke.ce.lakaan ke.rja 

Me .nurut pe .ndapat Gaol J.L. (2014) adalah “Ke .ce.lakaan di 

te.mpat ke.rja adalah ke .jadian yang tidak dire.ncanakan dan se.mua 

ke .jadian pasti me.miliki pe.nye .bab yang me.ngakibatkan ke.rusakan 

harta be.nda dan ce.de.ra diri.” 

Pe.nye .bab ke.ce .lakaan dapat dibagi me.njadi dua kate.gori yaitu : 

Pe.nye .bab te.knis dan Pe .nye.bab manusia 

a. Te.knis 
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Hal ini biasanya te.rkait de.ngan masalah pe.ralatan yang 

digunakan, pe.ncahayaan yang buruk, me.sin yang tidak dirawat 

de.ngan baik, pe.nggunaan warna kontras re.ndah, ve.ntilasi yang 

tidak me.madai, dan kondisi ke .rja yang buruk. Untuk me.nce.gah 

hal ini, kapal harus dipe .rbaiki 

b. Manusia 

Dikare .nakan kare.na kurangnya pe.mahaman awak kapal 

de.ngan me.njalankan tugas se.cara ce.roboh, me.ngantuk, 

mabuk, dll. 

d. Tujuan Ke.se.lamatan Ke.rja 

Maksud dan tujuan Siste.m Manaje.me.n K3 adalah 

me.madukan unsur-unsur manaje.me.n, pe.ke .rjaan, kondisi, dan 

lingkungan ke.rja yang te.rinte.grasi untuk me.nciptakan siste.m 

ke .se.hatan dan ke.se.lamatan ke.rja di te.mpat ke .rja, me.nce.gah dan 

me.ngurangi ke.ce .lakaan dan pe.nyakit akibat ke .rja, se.rta me.njamin 

ke .nyamanan dan ke.se .lamatan ke.rja. Se.hingga me.nciptakan 

te.mpat ke.rja de.ngan lingkungan ke.rja yang le .bih e.fisie.n. 

Tujuan manaje.me.n ke.se.lamatan pe.rusahaan harus me.ncakup: 

1. Me .mastikan Pe.ngope.rasian Kapal yang aman dan lingkungan 

ke .rja yang aman. 

2. Me .nilai se.mua re.siko yang te.rindifikasi te.rhadap awak kapal 

dan lingkungannya untuk me.mastikan pe .rlindungan yang 

me.madai. 

3. Pe.ningkatan be.rke .lanjutan te.rhadap ke.te.rampilan me.nge.lolah 

Sumbe.r Daya Manusia. 

Me .nurut Suma'mur (2001:1-2), ke.se .lamatan ke .rja be.rtujuan 

untuk: 

1. Pe.rlindungan te.naga ke .rja atas ke.se .lamatannya dalam 

me.laksanakan pe.ke.rjaannya untuk ke.pe .ntingan hidup dan 

pe.ningkatan produksi dan pe.rusahaan. 

2. Me .mastikan Ke.se .lamatan se.mua orang dite.mpat ke.rja. 
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3. Sarana produksi dipe.lihara dan digunakan se.cara aman dan 

e.fisie.n. 

G. Dasar Hukum ISPS Code 
 

Pe.latihan ISPS Code. dilakukan se.bagai upaya untuk me.ngantisipasi 

be.rbagai ancaman te.ror, inside .n bahaya, dan be.ncana te.rhadap te.rminal 

pe.labuhan se.bagai salah satu jalur distribusi te.rpe .nting. Ke.giatan ini 

wajib dilaksanakan paling se .dikit se.tiap 18 bulan se.kali bagi te .rminal 

pe.labuhan yang me.miliki Se .rtifikasi ISPS Code .. 

Se.rtifikasi ISPS Code. wajib dimiliki ole.h Pe .rtamina kare.na kapal- 

kapal asing hanya dapat be.rsandar di pe.labuhan yang sudah me .miliki 

SOCPF (State.me .nt of Compliance. of a Port Facility). Kapal-kapal 

charte.r/milik Pe.rtamina yang akan be.rsandar di pe.labuhan inte.rnasional 

juga wajib me.miliki se .rtifikat se.je .nis yang dise.but ISSC (Inte.rnational 

Ship Se.curity Ce .tificate.). SOCPF dan ISSC te .rse .but dite.rbitkan ole.h 

Dire .ktorat Je.nde.ral Pe.rhubungan Laut se.bagai pe.rsyaratan yang be.rlaku 

se .cara inte.rnasional me .ngacu pada Amande.me.n SOLAS 1974 te.ntang 

Pe.ngamanan Kapal dan Fasilitas Pe.labuhan dan mulai dite.rapkan di 

Indone.sia se.suai Ke.putusan Me.nte.ri Pe .rhubungan No. KM 33 Tahun 

2003 te.ntang Pe.mbe.rlakuan ISPS Code. di Wilayah Indone.sia. 

Dalam imple.me.ntasi ISPS Code. be.rdasarkan amande.me.n SOLAS 

74 te.rdapat dasar hukum dari ISPS Code. diantaranya: 

1. Undang - Undang Pe.layaran Nomor 17 tahun 2008, 

2. Ke.putusan Pre.side .n Nomor 65 tahun 1980 te.ntang Ratifikasi SOLAS 

1974 

3. Ke.putusan Me.nte.ri Pe .rhubungan Nomor KM 3 tahun 2004 yang 

me.ne.tapkan otoritas yang dibe.rikan, 

4. Ke.putusan Me.nte.ri Pe.rhubungan No. KM. 33 Tahun 2003 me.nge.nai 

pe.laksanaan amande.me.n SOLAS 1974 te.rkait pe.ngamanan kapal 

se .rta fasilitas pe.labuhan di Indone.sia, yang be.rlaku untuk kapal yang 

me.lakukan pe.layaran Inte.rnasional, de.ngan rincian be.rikut: 
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a. Kapal pe.numpang de.ngan le.bih dari dua be.las pe.numpang, 

te.rmasuk yang be.rke .ce .patan tinggi, 

b. Kapal barang te.rmasuk kapal pe.ngangkut be.rke .ce.patan tinggi 

de.ngan be.rat lima ratus ton atau le.bih, 

c. Unit pe.nge.boran le.pas pantai mobile., yang me.rupakan instalasi 

pe.nge.boran le .pas pantai yang me.ncakup unit pe.nge.boran yang 

ditarik 

Pe.labuhan atau lokasi pe.labuhan yang me.layani kapal-kapal yang 

be.pe .rgian ke. se .luruh dunia. Pe.raturan ini tidak be.rlaku untuk: 

a. Kapal milte.r se .rta kapal pe.ndukungnya, dan 

b. Kapal lain yang dimiliki atau diope.rasikan ole.h pe.me.rintah ne.gara 

pe.nandatangan dan digunakan hanya untuk layanan non- 

kome.rsial ole.h pe.me.rintah ne.gara pe.nandatangan. 
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Bagaimana penerapan ISPS Code dalam 
rangka meningkatkan keselamatan dan 

keamanan kerja 

Dasar Hukum 
UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 

Amandemen SOLAS 1974 

Analisis Penerapan ISPS Code Dalam Rangka 
Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Kerja di PT. 
Pertamina Port & Logistics Integrated Terminal Makassar 

H. Kerangka Pikir 
 

Untuk me.mpe.rmudah pe.mbahasan skripsi pe .ne.litian me.rumuskan 

ke .rangka pikir se.bagai be.rikut : 

 

 

 
Apa saja yang terjadi pada saat proses 

penerapan ISPS Code dalam meningkatkan 
keselamatan dan keamanan kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Pe.ne .litian ini me.rupakan pe.ne .litian de.skriptif kualitatif 

me.nge.nai pe.ne.rapan ISPS Code. guna me.ningkatkan 

ke .se.lamatan dan ke.amanan ke.rja di PT. Pe.rtamina Port & 

Logistics Inte .grate .d Te .rminal Makassar. Pe.ne .litian de.skriptif 

adalah pe.ne.litian yang be.rtujuan untuk me .nggambarkan atau 

me.nganalisis suatu hasil pe .ne.litian te.tapi tidak digunakan untuk 

me.mbuat ke.simpulan yang le .bih luas. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pe.ngumpulan data dalam pe.ne.litian ini dilakukan de.ngan 

be.rbagai cara antara lain: 

1. Obse.rvasi 

Te .knik pe.ngumpulan data adalah de.ngan obse.rvasi 

langsung. Pe.ne.liti me.nggunakan panca inde.ra untuk 

me.ngamati di lokasi Pe.ne .litian. Pe.ne.liti diposisikan se.bagai 

pe.ngamat atau orang luar. Saat me.ngumpulkan data de.ngan 

obse.rvasi, pe.ne.liti dapat me.nggunakan catatan. Pe.ne.liti dapat 

me.njadi partisipatif, jika pe.ne.liti be .rpartisipasi dan te.rlibat 

dalam aktivitas yang diamati. 

2. Dokume.ntasi 

Catatan pe .ristiwa yang te.rmasuk di dalamnya dokume.n 

be.rupa tulisan atau foto. Dokume .n be.rbe .ntuk se.pe .rti buku kisah 

hidup, ce.rita, biografi, pe.raturan, dan ke.bijakan. Dokume.n 

dalam format gambar se .pe.rti foto, gambar langsung, Ske.tsa, 

Film, Vide.o. 

3. Wawancara 

Pe.rtanyaan dan jwaban pribadi pe.wawancara me.minta 

re .sponde.n me.njawab untuk me.ndapatkan informasi yang 

dipe.rlukan 
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C. Teknik Analisis Data 

Dalam pe.ne .litian ini, pe.nulis me.nganalisis data be.rupa kata- 

kata, catatan lapangan dari wawancara, dan dokume.n-dokume.n 

yang dapat me.ndukung pe.ne.litian, se.rta kalimat-kalimat yang 

be.risi pe .rnyataan yang dipe.role .h dari studi ke.pustakaan dan 

obse.rvasi. Se.te .lah se .mua data dari wawancara dipe.role .h, 

obse.rvasi dan dipe.rtimbangkan, se.hingga me.nghasilan re.duksi 

data. Ini adalah upaya untuk me.ringkas dan me.milih poin-poin 

kunci dari wawancara, pe.ngamatan, dan fokus pada apa yang 

pe.nting. 


